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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO 
TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN VAN<; MAHA ESA 

K E P A L A DESA SOKO 

Memmbang : Babwa iinluk melaksanakan keteniuan PasaJ 3 PeraturaD Daerah Kabupaten 
Lamongan Nomor 3fi Tahun 2000 icoiang Anggaran Pendapatan dan BcJanja 
Desa dan Pa^al 2 ayat { I ) Keputusan Bupati I anT^ngan Nomor 33 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, unluk 
menyesuaikan dcngan Peraturan Menleri DaLam Negen Nomor 37 lentaog 
Pedoman PenBelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan 
Anggaran PcndapaUui dan Belanja Desa SokoTahun Anggaran 2013 dengan 
Peraturan Desa, 

Mcngingat : L Undang-lJndang Nomor 32 l^ahun 2004 lenlai^ Pcmeriniahan Daerah 
(l..einbaran Ncgara Republik Indonesia l^ahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Iclah 
diubah, terakhir dcngan UiKJang-lliwIang Nomor 12 Tahun 2008 (Lcmbaran 
Negara Rq>uhhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l-embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Icnlai^ Perimbangan Kcuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemeriniatian Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Ncgara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 443B); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pementukan Pcraluran 
Penindang-undangan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indtmesia Nomor 5234) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran 
Negara Rqmblik Indonesia 4587); 

5- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcmbinaan 
dan Pengaw^Lsan Penyelenggaraan Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia 4593); 

6. Peraniran Menleri Dalam Negcri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 
PengetoEaan Kcuangan Desa; 

1. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pcmbcntukfin Produk 
Hukum Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang 
Anggaran Pendapatan don Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2001 Nomor 35); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupalen Lamongan Tahun 2006 



Nomor 4/1 )̂ sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Daerah Kabupalen 
l̂ amnngon Nomor 1 Tahun 2007 (lembaran Ducroh Kabupalen i^amongan 
Tahun 2007 Nomor l / E | : 

10. Pcraluran Daerah Krixipaten l.anv»ngan Nomor 9 Tahun 2006 IcnUuig 
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Keija Pemcrintahan Desa (l^embaran 
Daerah Kabupalen Lantongan l ahun 2006 Nomor 6/t:); 

tl.Peraiuran Daerah kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 icnlnng 
Pembcntukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupalen [.anuingan 
Tahun2006Nomor I l / E ) ; 

12. Pcraiunui Daerah ECabupaten Lamongan Noinor 17 Tahun 2006 lentang 
Sumber Pendapatan don Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupalen 
Lamongan Tahun 2(X)6 Nomor 14/Hj: 

13. Peniiuran [>aeroh Kabupalen Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 lentang 
Kedudukan Kcuangan Kepala Desa don Perengkat Desa ([.emboran Daerah 
Kabupaten I .amongan Tahun 2006 Nomor 15f\:\i 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tenung 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupalen Lamongan Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupalen {.omongan Tahun 2011 
Nomor 16); 

15. Peraturan Bupati (.amongan Nomor 33 Tahun 2002 leniang Pedoman 
Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dun Belanja Desa (Lembaran Daerah 
Kabupalen Lamongan Tahun 2002 Nomor 33); 

16. Pcraiunm Bupuli l^amongan Numor 58 Tahun 2011 lentang Penjabaron 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupalen Lamongan Tahun 
Anggaran 2012 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 20M 
Nonwr 16); 

17. Pcraluran Desa Nomor 02 Tahun 2010 lentang Rencana Pembangunan 
Jangka Mcnengah Desa Tahun 2010 - 2014 

Mcmperhatikan : Berita aeara rapal Badan Permusyawaraian Desa Soke membahas nuieongan 
Peraturan l>esa icniflng Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko tahun 
anggaran 2013 pada tonggaJ 25 Pebruari 2013 

M E M U T U S K A N : 

Meneiapkan : PERATURAN DLSA SOKO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA SOKO TAHUN ANGGARAN 2013. 

Pasal \ 
Jumlah Anggaran Pcnd^>atan dan Belanja Desa SokoTahun Anggaran 2011 
sejumlahRp. L217.550.000,-6StUi/M/>^riA»a ^^i/ur Jujuh Beiax Juta Limal Rams 
Uma Putuh Lima Rihu Rupiahf. 

Pasal 2 
Jumlah Anggaran Pendapatan don Belanja Desa Bcbagaimana tersebui dalam Pasal 1 
terdiri dan: 
a. Pendapatan : Rp. L217.550.000,-
b. Belanja 

OLongsung : Rp. 906.700.(KMV 
2)Tidak Langsung : Rp. 301.850.000,-

c. Pembiayaan 
UPeitrimoan : Rp. 1.217-550-000,-
2)Pengcluaran : Rp- 1.217.550.000.-

Pasal 3 
Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa seita kegiatan-kegiatan 
sebagaimana dimuLsud dalam PasaJ 2 sebagaimana lerlampir dan menipnkon bagian 
yang tidak terpisahkon. 

http://L217.550.000,-


Pasal 4 
Hal-hal yang balm eokap duAur dalam Pcraluran itil, sepsidAIV iMIgCnai leknis 
pcLaksoaaaRnytakandiitvrldrih lanjut dcngan Kcputusan KepahDesa 

PaaalS 
Peraiuran Desa ini bcriaku pada tanggal diundangkan 

Agar sciiap orang mcngcuihiiinya, mcmcriniahkan pengundangan Pcraluran Desa 
ini dengan mcncnipulkonnya daJain Bcriia f lucrah Kabupalen Lamongan. 



Lampiran Psiaturan Oasa Soko Kecamaian GJagah 
Habapatan Lamongan 
Noma Onghun20n 
Tatggat 05kfami 2013 
Tentang Anggaan Pendapaian dan Baianja 

Desa 5ako Tabiw) 2013 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
DESA SOKO KECAMATAN GLAGAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 

URAIAN 
TAHUN 

8EBBUWTA 
(Rp.) 

TAHUN 
BERJALAN 

(Rp-) 
KET 

1 2 3 4 5 
1 PENDAPATAN 

1.1 Pendapatan Aali Dot 1S3.SSDJ)00 19G,BOO.0OO 
1 1 1 • • 1 1 1 jaoaikDa 4.000 000 
1 1 1 1 
1 r r n 1 • r 

Hasil Usaha GAPOKTAN 'RAHAYU" 3000 000 3 000 000 
1 1 1 ? 
1 . 1 . 1 b£ 

Hjviit l l s j ^ PKK nJP7K1 1 000 nno 1 nnnnofi 

1.U Koril Pefkgdoliwi Kric^MDna 
LL2.1 TrnhKatOau TTbOOD-QOO T7.000.DOO 

1.1.2.1.1 SettaBenghokMpdaDen 20.000,000 20.000.000 
1,1,2.1,2 Sma Bangkck Panni^ D m Unnya 28.000,000 28,000.000 
1.1.2.5 Sewa Ehs Benghok SekdM PNS 29,000,000 29.000.000 

L1.3 HasU Swadaya dan PirtUpnl 30,000-000 60-000.000 
1 1 3 1 
1 1 1 -v- • 

Swadava Penuniana ADO dan B^SUN 10 000 000 12 000 000 
1132 
1 1 1 i V b k 

Luran HIPPA 2O.0C0.O0O 30.000.000 

luran Kebersihan 18,000.000 

1,14 nan uocong ifDyDng 1A MA AAA in win IW1 

1.1.4.1 Nilai Tanaga Gokmg Royong yang diuangkan 10.000.000 10.000.000 

t . i s Lain-Wn Pendapdn Aali Den yang u h 32.550.ODO 45.800.000 
1.1.5.1 Leges Surat manyitral 2.000 000 2.000.000 
1.1.5.2 Leges Jual Bdilanah 4,000000 6.000.000 

1.1,5.3 Leges NTCR 750.000 1.000.000 
1.1.5.4 Sewa HandlraklDr BOO.OOO 1.800.000 

1,1.5,5 Badan AmilZakatiBAZ} 25.000,000 35.000.000 

1.2 DuglHeeUPiJdc iWD.oeo 1.600.0D0 
1,2,1 Bagi Hasil Pâ ak Kabupalen 

1-2.2 3 ^ Hffiil PBB 46i,SxlO%)i(baku IStO-OOO 1.600,000 

13 BmlHnORdrifanl 

1.4 Bagian Dana Parlmbangan Keuangan 
Pusat dan Daarah 

fig,o»-Oi» 69.000.000 

http://2O.0C0.O0O


1 2 4 5 6 

1.41 ADD 4130D.D0O 41500.000 
1,4,2 BANSUN 27.500.000 27.500.000 

1.5 Bantuan Keuangan Pemarintah, 
Propinai.KatMJpaterVKoti, dan d m lainnya 

TD1.7O03OO 748.150.000 

13.1 Bantuan Keuangan Pefnertntih m j w j i B 515300JOB 

1-11,1 PtJPMMP 65 000 ODD 
1.5.12 Oaia Kewrasli^ Sosd (DKS) - 100000,000 
1.5.1,3 Rehab Kanbx Desa _ 

15.14 Rehab GfldungSehcilah B3OOO0.OOQ 350 000.000 
1 .J. 1 \i Pfrtfam Pivni auHAn Ri inuh fMdr IMIT hiini 

nyrnin rDiiKHfadi i rMJiini OUBH W f laMa 1 <i1 R 

1,52 Banluin K m n g a Pemerintah Proplnal 

13.3 B M i n Kmngan PemerinM KAupatorWKoti n.7Dl.lW 233,150300 
1,53.1 TPAPDKades 8400.000 9600.000 
1.53.2 TPAPOPerangkatOesa 48,000.000 62.400.000 
1333 rPBPO 2800000 3650000 
133.4 JIDES - 80 000.000 
1.533 Bvtuan PiDgram £IPTT 10.000.000 10000.000 
1,5,3.6 Bantuan Kesehatai Masyarakal - -

1.53.7 Etantuan Petemakan 
1 5,3 fl Bantuan PeiUnan 
15.3.9 AiurandKmlaDesa 1 000000 1 OOOOOQ 
15310 Bantuan Program E-KI? 1000.000 
15.311 Tunfangan Ketua HJ 1 500 000 
1.53,12 Bantuan Puma BhaMI Kepala Deu 5000,0(0 
153.13 Bantuan Puma B^akti BPD 3 50000Q 
15314 Bantuan PtiKAOES 6,500000 

15.4 Bantuan Keuangan Deu lainnya: 
154,1 Ttf^anganKinenaSEKDES 

13 nven 75.001300 177,m.B00 
13.1 HMidaripamarfnlah 

1 3 2 M M dart pMNriAh propM TlMMOfl 13&3M30a 

133.1 lASMAS 75.000.000 75.000 000 
1333 BKD 60 000000 

1,63 HIbih dari pemerintah KdNpMWKola 41000,000 

1,6.3,1 Japordcs 30.000,000 

13.o3 rompa F V 12,000000 
1 3 4 mbihoiri badanwgwiiMeoiiiraflta 

I 3 S ihdiBariketonyohmanyarmtfpOTCWigan 

1.7 Sumbengin Pihah Ketiga 25.000.000 
1,7.1 Sumbongan PILKADES 25,OOO.(X0 

JUMLAH PENDAPATAN 
(1.1+1.2+1 3*V4'l 5*1 fitin 

1,I)00,81LOOI 1317-560301 



1 2 4 5 6 

2 BELANJA 

11 BrittiJaLingsuna {2.1,1+2,1,2+2,1,3) 830.»1DJ»D 90e.700.000 

11,1 Belanja Pegawal/Nonorarlum U0W.000 13,200.000 

11.1.1 Honorarium PeUigas Pemungul/Jasa Desa 1561000 1600.000 
111,2 jHorwarium Ketua RfR* IBOD.DOD 3.000.000 

11,1,3 HoTWtarium PKBCySubPKKWKaderGm SOD 000 1200.000 

1114 Honoramjm ToWPamtia Desa 3.000.000 1,500.000 
2.1,15 {Honorarium Kayiwan Kantor 1600,000 2.400.000 

111.6 THR Pefangkal daa Lembaga Desa 3.000.000 2,500.000 

2.12 Belanja Bnng/Jtaa a21BSQ-0O0 893J00.000 
2.1.2.1 Belanja Parjalanan Dlnas 1400.001) 1400,000 

2.1.2.1.1 Kepala Desa'Pefarnghdl Ousa Lannya 800,000 400,000 
2 1 2.12 Pengurus Lembaga Desa a i m n A n 

400.000 
800,000 

2 12 13 FTUiLvxHi) rlUSDrUOar w l 2D0,Ij0C 200.000 

11.23 BelMjaBahvi/IMarial 692.100^00 
2 1.2 21 BelanaATK 2500.000 2,500.000 

1112.2 Belania Biaya Rapat-Rapai 
J • • I 

3.000,000 2.500,000 

2.12,2.3 Belanja Peralatan/Periengkapar Kantor 2,5CO.OOO 2,000.000 

2,1.2.2.4 PemeHharaan Kanior 2.8CO,000 1800 000 

21225 Fembavafan Rekenino LIstHk 8KI.000 850,000 

212 26 Pembavaran Rekeriina TeleDon 
2.1.2.2.7 Pemayaran Rekanlng Koran 1,260.000 1.200.000 

2.12.2.8 Pemellharaan Kandoraan DInaa Roda 2 50000C 500000 

112.2.9 Belama Bahan/ MaTaiial ADD 27550000 27 550000 

11,23.10 BeMa BriioVMatanai Btfaun 37,500.000 39 500.000 
212211 Beiaia Br im Material DKS lOOODO.OOG 

21 22 12 Belania Br im /Maleriri PNPM 65.000,000 
21 2 2 n ^JV^ IA Bahan /Malendl PRfrbonaunan Kankir Desa 

2,12.2,14 3riarja Bahan/ Material JASMAS 75 00QOOC IS'iOODOOO 

2,12,2.15 Briania Bahan /Material JIDES 80 000000 
wU • WWVb W U 

2.1,2.2.16 Beianta PameHharaon Gadung Sekolah fifHi nnn 

11,2.2.17 3elar^ Bantuan Pemugaren Rumah tidak layri; hunI -
11.2.2.18 Biaya Pengumkan Lokasi Balai Oesa -
2.1.2.2 19 Belanja Pemekharaan Sarana Irigasi 1200.000 
112.2.20 Belanja Pfogram aPTT lO.OOOOOC 10.000.0DC 

11.2.231 Belarya Kegiatan HIPPA 20.000 DOO 30.000,000 

2,12.2.22 Belaf̂ a Mobdeasl Program E-KTP 1.000.000 

2.1.2.233 Belanja Pemmbentukan BPD 5.000.000 

2.1.2.2.24 Belania Pemillhan Kepala Oesn 31,500 000 

112.235 Pengadaan ttak sampah 8.500.000 

M.2,2,26 Sumbangan-sumbangan lainnya 1.000,000 

tu Belanja Model 4.00O.OW 4.000.000 

113,1 Belar^ Modal Tanah 
11.33 Belanja Modri Janngrii Ustrik 

http://90e.700.000


1 2 4 5 6 
2,13,3 Belania Modal Usaha UP2K lOQO.DOQ 1000.000 

2.13.4 Belanja Modal Usaha Gapoktan 9 /vm mvi j.uUU.UuU 3.UUU,uOU 

Z3 Selanji TkUk Langsung (22.1*2.2,2*2,2.3+22.4+2,2,5) A A A A J U 1 

160-900.000 
t a n Acn AAA 

ZZ1 BcUnJa Pegnvri 137.950-000 
Dsnnii regMnrpwi^HMn U D M Z7JQ0JI0O 35.600,000 

2.2.111 Belaî penghasilan Bengkok Kades 20003000 20.000,000 
22.1,1.2 TPAPD Kepala Desa 7.803,000 9,600.000 
22.1.1.3 Puma Bhakb Kepala Desa - 6.000.000 

12.12 Belanja Peflawal/penghwllan Sekdes 1400.000 1.000.000 
2,2.1,2.1 Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS 2.400.000 -
12.1.2.2 Tunjangan Puma Bhakti Sekietaris Desa PNS 1000.000 

12.1.3 Belinja PegawiVpenghtsNm Kapili Dunn ».00D.0» 59,DOOJ0O 
2,11,3,1 Penghasian Bengkok Kepala Dusun 20.000.000 20.000.000 

22.132 TPAPD Kepala Difiun 30.00)000 39.000,000 

12.1J Belai^ PSBMral/penghnllin Kul/Kour 20.000,000 
6.000 000 

31400,000 
2.11.4.1 PenghasilviBengkokKaur/Kasi 

20.000,000 
6.000 000 9,000 000 

22.1.4.2 TPAPD Kaur/Kasi lfl.000,000, 23,400,000 

-
Z21 5 Belania •soawal/cienahaillan tatiD BPD 4,300.000 9-950.000 

-

5 ? 1 1 Tiiniannvh RPH • uiiiaiua r OiiJ 2.800.000 3.650.DD0 

2 2 1 5 2 ReDfesentaUf BPD 1500.000 2.B00.DOO 

2.2.1.5.3 Puma Bhakti BPD 7.000,000 

112 Belanja HIbrii 91000JW 
122.1 PompaAt 12.000 000 
2,2,2,3 Japcvdes 30.000.000 
22.14 BenhVanamie 50.000,000 

113 Belanja Bantuan Soilal 36.450̂ 00 64J50.000 
2.2.3.1 Kegiatan PHBN/PHBJ 400,000 400,000 

2 2.32 Kegiatan Kebefalhan Ungkungan 10.000.000 28,000,000 

2.133 Kegiatan Butvi Bhakti Qotong Royong 250000 250.000 

2,2.3,4 Lcxnba Desa dCO,000 400,000 

2.2.3.5 Kegiatan KJL m m 400,000 
2.2.3.5 PenyaluranBAZ 25.000,000 35.000.000 

2.2.3.S Batonja Bantuan PoWnrian 
2.2.3.7 Barmm Unirit UKM 

114 Brian ji Bmuan Keuengin 14,950.000 14.950.000 
214.1 Opefa»inri Pemtrlntahan Desa 3.450.000 3,450,000 

Operasional BPD 2.500.000 2,500.000 

124.2 Operasvnal LPM 2.000.000 2.000.000 

12.4.3 Operasionri PKK 3.000.000 3,000.000 

2.2.4.4 Operasional Karang Taruna 1.000,000 1000 000 

2.2.4,5 Operasionaj Pesyandu IDOO.ODD 2.000.000 



1 2 4 $ 6 
22A.G Operasionri U m i 10DD.000 1 000000 

12.$ Bebnfatiktarckigi 1.401.000 1JOO.OO0 
12.5,t Keadaar Damrat 

2.2.5,2 Bencana Alam 1.4O0.0O0 1.500.000 

JUMLAH BIAYA (Z1+12) 1.000.B1I.OOO 1.217.550.000 

3.1 PenaHmun PemUiyun 
31.1 Sea Lebh PertiRunQan Anggarai {SILPA) 

TriHjn sebelumrya 
3.1,2 I I " ! " i l l _ i _ i ' " i _ h 

Hasil penjuaian kekayaan desa yang dipisahkan 
3.1.3 Fenenmaan PinJaman 

3-2 Pangauaran Pembuyun 

3.21 F̂ mbortuhan Dana Cadangan 
3.22 Penyertaan Modal Desa 
3,2,3 Pembayatan Hutang 

JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2) 

dJ Soko 
Marel20(3 

d 

IIMAN 



BADAN PERMlfSVAWARATAN DESA 
( B P D ) 

DESA SOKO KECAMATAN G L A G A H 
KABUPATEN LAMONGAN 

K E P U T U S A N 
B A D A N P E R M U S Y A W A R A I AN DESA SOKO K E C A M A T A N G L A G A H 

NOMOR: ie8/02/Kep/413.322.24/2013 

TENTANG 
PERSETUJUAN A T A S RANCANGAN P E R A T U R A N DESA SOKO TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A DESA SOKO 
TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN Y A N G MAHA E S A 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO 

Menimbang : Bahwa iiotuk meiaksanakan kelentuan Pasal 3 Peraturan Daerah 
Kabupaten Lamongan Nomor 3S Tahun 2000 tentai^ Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayal ( 0 Kepulusan Bupati 
Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 lentang Pedoman Penyuaunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan 
Peraturan Menleri Dalam Negcri Nomor 37 tenlang Pedoman 
Pcngdolaan Keuangan Desa, maka dipandang periu menetapkan 
Persetujuan etas Rancangan Peraturan Desa Soko tenlang Anggaran 
Pendapaian dan Belanja Desa Soko Tahun Ai^garan 2013 dengan 
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 T ^ u n 2004 tentang Pemeiiniahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tandrahan Lembaran Negara Rqiublik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlat^ Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 4438); 



3. Urdang-Undang Nomor 12 Tafaun 2011 tenlang Pementukan 
Peraruran Perandang-undangan (Lcmbaran Negara Republik 
Indoneaiu Tahun 20J1 Nomor 82. lombahan Lcmbanm Ncgara 
Republik Indonesia Nomor 5234) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Rfpublik Indonesia lahun 2005 Nomor 158. 
Tambahan l̂ ombamn Negara Republik Indonesia 4587); 

5. Peraiuran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 lentang Pedoman 
Pcmbinaan dan Pengawasan Penyclcnggaroan Pcmeriniahan Daerah 
(Lcmbaran Negoia Republik Indoncsm Tuliiin 2005 Nomor 165, 
Tanbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 4593); 

6. Peraturaji Menleri Dalam Negeri Noittor 37 Tahun 2007 lentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten l ^ o n g a n Nomor 38 Tahun 2000 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Notuur 35); 

S. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Noinor 6 Tahun 2006 
lentang Alokasi Dana Desa (Lembanu Daerah Kabupat^ 
Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/K) sebBgaimana telah diubah 
dengan Pcraluran Daerah Kabupaten l-omungan Nomor 1 Tahun 
2007 (Lcmbaran Daerah Kabupalen Lamongan Tahun 2007 Nomor 
1^-); 

9. Pcialunui I3«erah Kabupalen Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 
tenlang Pedoman Susunan Organisasi don Tala Kcfja Pemerintahan 
Desa (Lembaran Daemh Kabupalen Lamongan Tabun 2006 Nomor 
6/E); 

lU. Pcraluran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 
tenlang Pembentukan Badan Permusyawaraian Desa (Lembaran 

> Daerah Kabupalen Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E); 
ILPcraluran Daerah Kabupalen Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 

tentang Pembentukan PCTaluron Desa (Lcmbaran D a ^ ^ 
Kabupalen Lamongan Tahun 2006 Nomor I l / E ) ; 

12-Peraiuran Docrah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 
tenlang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Peran^cal Desa 
(Lembaran Daerah Kabupalen Lamongan Tahun 2006 Nomor t5/E); 

13. Peraturan Daerah Kabupalen [.omongari Nomor 16 Tahun 2011 
lentang Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah Kabupalen 
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2011 Nomor 16); 

14-Peraiuran Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tenlang 
Pedoman Penyufiuiian Ar^garan Pendapatan dan Belanja Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan l ahun 2002 Nomor 33); 

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 lentang 
Penjabaron Anggaran Pcnd^tan dan Belanja Daerah Kabupalen 
lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2011 Nomor 16); 

16. Peraiuran Desa Nomor 02 Tahun 2010 lentang Rencana 
Pembangunan Jongka Mcnengah Desa Tahun 2010 - 2014 

• 



Mcmperhatikan : Berita acara rapal Badan Permnsyawaratan Desa Soko mflnbahaa 
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Soko tahun anggaran 2013 pada tanggal 05Maret2Q13 

M E M U T U S K A N : 

MeneMifln PERSETUJUAN A T A S RANCANGAN PERATURAN DESA 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BET-ANJA DESA 
SOKO TAHUN ANGGARAN 2013. 

Pasal 1 
Menyetujui rancangan Peraturan Desa tenlang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2013 menjadi . Peraturan 
Desa tenlang Anggaran Pend^ratan dan Belanja Desa Soko Tahun 
Anggaran 2013 

Pasal2 
Jumlah Ai^garan Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa 5erla kegiatan-kegiatan 
sebagaimana tersebut dalam Pasal I sebagaimana terlanapir dan 
merupflkan bagian yang tidak tcrpiaahkan. 

Pasal 3 
Keputusan ini beriaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditel^^can di Soko 
Pada tanggal 05 Maret 2013 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO 



BADAN PEBMUSYAWARATAN DESA 
( B P D ) 

DESA SOKO KECAMATAN G L A G A H 
KABUPATEN LAMONGAN 

B E R I T A A C A R A 
R A P A T MEMBAHAS RANCANGAN P E R A T U R A N DESA 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A DESA SOKO 
TAHUN ANGGARAN 2013 

Nomor: 027/03/B A/413,322,24/2013 

Pada hari ini Selasa, langgal Lima, bulan Marel Tahun Dua Ribu Tiga Belas, berlempat 
di Balai Desa Soko Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa 
Soko perihal Rancangait Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko 
TEJUUI Anggaran 2013, Badan Pemuisyawaralan Desa Soko mengadakan r^at membahas 
rancangiui perdes tersebut. 

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan mepeibalikan usul dan saran 
dari masyarakat desa, Badan Permusyawaraian Desa Soko menyatakan menyetujm rancangan 
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tabun Anggaran 2013. 

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Deaa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2013ini dibual sebagi pedoman pelsksanaan selanjulnya 

Badan Fennusyawaratan Deaa Soko 

NO N A M A J A B A T A N 

1 Drs. MATASAN- K E T U A 

2 H. A S K U R , S,Kfip.NS W A K I L K E T U A 

3 MUSTOFA, S.Pd.l S E K R E T A R I S 

4 IKROM, S.PdT ANGGOTA 

5 R i WANDIANTO, A-Ma. ANGGOTA 

6 A N S O R ANGGOTA 

7 SUWARNO ANGGOTA 

TANDATANGAN 



reMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
KECAMATAN GUGAH 

DESA SOKO 

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKO 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA D E S A (APBDbb) 

TAHUN ANGGARAN 2 0 1 3 

t DESA SOKO 
KECAMATAN GLAGAH 

KABUPATEN LAMONGAN 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
KECAMATAN GLAGAH 

DESA SOKO 
JI. Raya S.Saprono No.15 Desa Soko Tip. 0322 318W4 Cilajiah l-aniongan 62292 

K E P i m i S A N DESA SOKO 
KECAMATAN G L A G A H KABUPATEN LAMONGAN 

NOMOR: l8S/Q2/KcpJ413J21J4/2013 

T E N T A N G 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO 

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

K E P A L A DESA SOKO 

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Peraiuran Daerah Kabupaten Lamongan 
Nomor 38 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan J>an Berlanja Desa dan 
Pasal 2 ayal (1) Kepulusan Bupali IrfUnungan nomur 33 lahun 2002 tentang 
Pedoman Penyusunan Angaran Pendapatan Dan Belanja Desa, nutuk 
menyesuaikan dengan Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 37 lahun 
2007 lentang Pengcloiaan Keuangan Desa . maka dipandang pcrLu 
menetapkan Pcnjabaran Anggaran Pendapatan Don Belanja Desa Soko Tahun 
Anggaran 2013 dengan Keputusan KepalaDesa Soko 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59. lumbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
oDiara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia lahun 2004 Nomor 126, iambahan Lembaraii 
Ncgara Bq>ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pementukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 lentang Desa (lcmbaran 
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia 4587); 

5. Pcraluran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenlang Pedoman 
Pcmbinaan dan Pengawasan Pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(lcmbaran Negara Republik lodoncsia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593): 

6. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tralang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

7. Pcraluran Mcnteri Dalam Negen Nomor 53 tentang Pcmbenlufcan Produk 
Hukum Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang 
Anggaran Pendapaian dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tuhun 2001 Nomor 35); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 l ahun 2006 tentang 
Alokasi Dana Desa (l^embaron Daerah Kabupalen lamongan Tahun 2006 
Nomor 4/L) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 



Kabupaten I ^ o n g a n Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor \/E); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lanumgan Nomor 9 Tahun 2006 leniang 
Pedoman Susunan Organisast dan Tala Kerja Pemerintahan Desa 
(Lembardit Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E); 

' U - Peraturan Daerah Kabupalen Lamongan Nomor i4 Tahim 2006 tentang 
Pembentukan Peraiuran Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
T ^ u n 2006 Nomor 11 / E ) ; 

12. Peraturan Daerah Kabupalen Lamongan Nomor 17 lahun 2O06 tentang 
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E); 

13. Peraturan Daerah Kabupalen Lamongan Nomor IS Tahun 2006 tentang 
Kedudukan Keuangan Kq>ala Desa dan Perar^kat Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten ! ,amongan Tahun 2006 Nomor 1S/E); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tenlang 
Anggm-an Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
An^aran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 
Nomor 16); 

15. Peraturan Bupali l-amongan Nomor 33 Tahun 2002 lentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah 
tCabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33); 

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pcnjabaran 
Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongao Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten [^amongan Tahun 2011 
Nomor 16); 

, 17. Peraturan Desa Nomor 02 T ^ u n 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menei^ah Desa Tahun 2010 - 2014 

• Memperhatikan ; Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 09 Pebruari 2013 tenlang Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko lahun Anggran 2013. 

MEMU1USKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN K E P A L A DESA SOKO K E C A M A T A N G L A G A H 
K A B U P A T E N LAMONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN B E L A N J A DESA SOKO TAHUN ANGGARAN 
2013 

B A B I 
K E T E N T U A N UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan 
a. Desa adalah Kesaiuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat berdasarkan asal usul dan adal istiadat 
setempat yang diakui system pemerintahan Nasiotial dan berada di Kabupaten Lamongan. 

b. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang diJaksanakau oleh Pemerintah Deaa dan 
Badan Perwakiian Desa 

c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
d. Badan Pemiusyawaralan Desa yang selanjulnya discbul BPD adalah Badan Fomusyawaratan 

yang terdiri dari pemukai>emuka masyarakat yar^ ada di desa, ya i^ berlungsi mengayomi adaf 
isltadal, membual peraturan Desa, menampui^ dan mcnyaiurkan aspirasi masyarakat serta 
melakukan pengawasan lerfiadap penyelenggara pemeriniahan Desa. 

e. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa setelah mend^^at persetujuan 
dari Badan Permusyawaraian Desa , 

f. Anggaran Pendapai dan Belanja Desa ( APBDes ) adalah Rencana operasional lahunan program 
umum pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dileijemahkan dalam angka-angka nipioh, 
disatu tihak mcugandung pcrkiraan tai^t penerimaan dan dilain fihak mengandung pcrkiraan 
batas teriinggj pengeluaran keuangan desa. 



BAB II 
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

BAGIAN PERTAMA 
PENETAPAN AN(iGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PasaJ 2 
SiMiap menjelang lohun anggaran baiu Pemerintah ICabi^lcn mcmberikan pedoman penyiminan 
Anggaran Pendapaian Dan Belanja Desa kq>ada Pemerinlah Desa dan BPD, 

PasalJ 
Anggaran P w d l p i l M D M D a l l i ^ Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 dilelapkan seliap lahun olefa 
Kepala Deaa dalam bcntiik Peraturan Desa, scLambai-lambamya 1 (satu) bulan seteloli berakhimya 
1 ahun Anggaran 

BAGIAN KEDUA 
BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA ( APBD ) 

Pasal 4 
1. AnggMn pendapaian dan fktanja Desa lerdiri atas Bagian Pendapatan. Bagian Belanja dan 

Ba^M !^biayaan 
2. Bagian Belanja terdiri uias : Belanja T ângsung dan Belanja Tidak Langsung 
3. Bagian Pembiayaan terdiri dari ; Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan 

Pasal 5 
Bentuk dan susunan Peraturan Desa berikul lampirannya sebagaimana dimaksud pasal 4 (ennpot) 
diatur lebih lanjut oleh Kepdu Desa dalam Kepulusan Kepala Desa 

BAB III 

TATA USAHA KEUANGAN DESA 

Pasal 6 
1. Pada Sekrclariat Desa bap tahun anggaran dipcrgunakan buku administrasi Kcuangan Desa. 
2. Pengbian Buku Keuangan administrasi. sebagaimana dimaksud ayal I (satu) pasal ini. dilakukan 

oleh Bcndahara Desa. 
3. Sciiap J'cnenmaun dan Pengeluaran Kcuangan Desa dicatai dalam buku keuangan adminislrasi 

Desa yang hams mendopat perseiujuan Kepala Desa sesuai dengan bukli penerimaan dan 
pengeluaran yang dapal dipcrunggungjawabkan. 

BAB IV 
MEKANISME DAN PERSYARATAN DENDAIURA DESA 

Pas&l7 
1. BendlhM Dendiangkat dari salah satu Perangkat Desa dan unur M f yang d i i f l j ^ DMpU 

okh Kepala Deu setelah mcndapai persetujuan HPD dengan Keputusan Kepala Desa. 
2. Bcndahara Desa sebagaimana dimaksud ayat I (satu) , mcmpunyai tugas mclakukan 

pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketcntuaii yang bcriaku, 

Pasal 8 
Bcrrdahore Desa dajam lugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 

Pasid9 
O I I M BcdtUiara Desa terbukli mclakukan penyelewengan dan melalaikan lugasnya, Kepala Desa 
d^Ml mcmberbenlikan yang bersangkutan dari jabalannya sebagai Bcndahara Desa. 



B A B V 
PHRUQAHAN DAN PERHUUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN B E L A N J A DliSA 

PasaJ 10 
Apabila leijadi pcnibahan perKrimaan dan pengeluaran anggaran pendap^an dan belanja desa yang 
telah diletapkan, maka akan dilakukan pcnibahan Anggaxon pendapaian dan hctanja desa dan 
meneiapkan daloni peraturan desa. 

B A B V I 

PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPAI AN DAN B E L A N J A DESA 

B A G I A N P E R T A M A 

PENDAPATAN 

Pasal n 

1. Pendapaian Desa lerdiri dari 7 (li^uh)po3 dengan K ^ e Anggaran sebagai 
L I . Pendapaian Asli Desa 
1.2. Bagi Hasil Pajak 
L 3 . Bagi Hasil Retribusi 
L4 . Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusai Dan Daerah 
L 5 . Banluan Kcuangan Pemerintah, Pemerinlah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Dan 

Pemerinlah Desa Lainnya 
1-6. Hibah. 
1.7. Sumbangan PihakKcliga 

' 2- S e t i ^ pos terdiri dari ayat-ayat. 

Pasal 12 

L P^idapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pasal 13 ayal 1 (satu) terdiri dari ; 
a. Hasil IJsaha£>csa. 
b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa. 
c. Hasil Swudaya dan portisipasi 
d- Hasil gotong royong. 
e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Vang Syah-

2- Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat T (satu) meliputi; 
a. Bagi hasil pajak K^upaten 
b- Bag! hasil PBB 

3- Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari: 
a. Alokasi Dana Desa (ADD) 
b. Bantuan Dusun (BANSUN) 

4- Banluan Keuangan Pemerintah. Pemerinlah Provinsi. Pemerintah Kabupaten don Desa Lainnya 
terdiri dan 
a. Banluan Keuangan Pemerintah 
b. Banluan Keuangan Pemerintah Provinsi 
C- Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten 
d- Banluan Keuangan Pemerintah Desa Lainnya 

5. Hiboh terdiri dari : 
a. Hibah dari Pemerintah 
b. Hibah dari Pemerinlah Provinsi 
c. Hibah dari Pemerinlah Kabupaten 
d. Hibah duri Itadan/Lembaga/Organisasi Swasta 
e. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan 

6. Sumbangan duri pihak ketiga sebagaimana dimaksud pusul 11 ayat 1 (satu) adalah sumbangaii 
atau Bantuan dari fihak ketiga yang syah dan tidak mengikal sesuai dengan peraturan yang 
beriaku. 



Pasal 13 

Sumber Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pasal 11 ayal I (satu) dimanfaaikan sepenuhnya 
untuk kepentingan Penyclenggiuaiin Pemeriniahan . Pelaksanaan Pembangunan dan pclayanan 
masyarakat Desa 

BAGIAN KEDUA 

B E L A N J A 

Pasal 14 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) pos dengan kode 
anggaran sebagai berikul; 

2.1 Belanja l^gsung 

2.2 Belanja I idak Langsung 

Pasal 15 

1. Belanja E^gsaung sebagaimana dimaksud pada pasal 14 lerdiri dari : 
a. Belanja Pegawai/Honorarium 
b. Belanja Bantng/Jasa 
c. Belanja Mcxlal 

2. Belanja I idak Langsung sebagaimana dimaksud pasal 14 lerdiri dari : 
a. Belunja Pegawai/Pengliasiian i'elap 
b. Belanja Subsidi 
c. Belanja Hibah 
d- Belanja Bantuan Sesial 
e. Etelanja Bantuan Keuangan 
f, Belanja Tak Terduga 

Pasal 16 

1, Belanja burong/jasa sebagaimana dimaksud pasal 15 ay^ I (b) lerdiri dari : 

a, Belanja perjalanandinas 

b. Belanja bahan/matcrial 

2. Pos-pos Belanja terdiri dari ayat-ayat. 

Pasal 17 

1. Pengeluaran lidak dapal dibebankan pada Anggaran Pend^Hitan dan Belanja Desa , jika untuk 
pengclua/HJi tersebut tidak lerscdia dan alau lidak cukup dananya dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belunja Desa. 

2. KepaJa [Jesa dilarang mclakukan atau mcngi/inkan pengeluunin atas behan Anggaran Desa 
untuk tqluan Iain-Iain yang Leiah diteUq)kan dalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal IS 

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pads prinsip hemat, terarah dan tcrkcndal! sesuai 
rencana kegiatan seria lungsi I'emerintah Dcsu. 



B A B VI 

PENGAWASAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Pasal IS 

Kepala Desa nienyampaikan Laporun Keterangan lentang Pengelolaan Anggaran Pimdapatan Dan 
Belanja Desa kepada BPD scLambal-lambatnya 3 (tiga) bulan sclaJah berakhimya tahun anggaran. 

Pasal 19 

Pengawasan alas kcierlibaa keiancaian pelaksanaan Anggaran Pcndapulan Dan Belanja Desa ini 
dilakukan oleh BPD. 

B A B viir 

K E T E N T U A N PRNUTUP 

Pasal 22 

Kepulusan Kepala Desa ini beriaku scjak tanggal diteiapkan. 



iampiran : Peraturan Desa SoHo Kecamalan Giagah 
KabupedBD Lamongan 

Nomof . 01 Tahtin7Ql3 
Tanggal : OblAamlTOU 
Tsnfang . Aiiggaiap Pendapaian dan Betanja Deaa Soke 

T^TOn 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
DESA SOKO KECAMATAN CLAGAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 

KODE 
REKENJNG 

URAIAN 

TALBIU 1 nrTUn 
BERJALAN 

w l 
KET 
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PFUnAPaTAU 
I I I iQA nnn noo 

i 1 i 
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H H I I 1 kaha Hau nnii uBcinv L^BH 

1.1.1.1 Hasil Usaha GAPOKTAN "RAHAYU" 3.000.000 
1.V1.2 Hasil Usaha PKK {UP2K} 1.000.000 

\A2 Hatil PvngcMun lUhiynn D M 
1.1Z.1 77.000.000 
L1JM.1 Sewa BengKoh Kepala Oesa 20.000.000 
1.1.3.1.2 Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya 28.000.000 
1.1.2,5 Sewa Eks Bangkok Sekdes PNS 20,000,000 

1 1 1 MMII fiwnHflua Hvn Partklruvl CA nnn AflO 
VV.UVUiUUh 

1 f 1 I qvHwIfitfn Ppniiniann A H H rian QANqi IM d n W i i y o rwimi i i i i iy niJi_> u m D^Miouri 19 nnn nnn 
4 1 1 1 
1-1.3-2 

luran n i r T H in i w i i w 

Ix •FfVFV ^1 #%rV.#V P W l l l # ^ ^ V 

luran KeDersHian 
• D nrv i fO.uUU UUU 

M m A Hral Gotong Royong lO.OOO.OM 
1,1.4,1 Nilai Tenaga Gateng Royong yang diuangkan ID.OOO.DOQ 

1.1.S LtirHaIn Pendapatan Ail! Deu yar»g u h 45.800,000 
1.1.5,1 Leges Sural menyural 2 000.000 
1,1.52 Leges Jual Beli Tanah 6000000 
1.1.5.3 Leges NTCR « AAA AAA 

1.000.DOO 
1.1.5.4 Sewa Handlraktor 1.800.000 
1.1.5.5 Badan AM Zakat (BAZ) 35.000.000 

12 Bagi Hasil Pajak: 1.«D.D00 
1,2.1 Bagi HasU Pajak Kabupaten 

1.2.2 B^i HasU PBB (64.6x1 nk))d»ku 1.600.000 

1-3 B^HuORakttwil 

U Bagin D m PvlmbangM Kwangvi 69,000,000 
PuutdanDamh 

1.4,1 ADD 41.500.000 
1.4.2 BANSUN 27.500.000 



1 1 3 4 
1.5 r u n t i i B n KfuiBfifiBn D M n B r l r t h h PfWkln*! IfatjinBlanfirrJa iTan DallUfBII rXDUflnyBll w WIIQIIrlwil] rfvpinVin«lAl|JBlViV'^DWp Qvl l 7jft mm 

r 4 0 .13U.Wv 

1.5.1 Bantuan Kauangan Pamerlntoli 515-000.000 
1.5.1.1 65.000.000 
1.5,1.2 Dana Keserasrhan So»al (DKS) 100.000.000 
1.5,1.3 ^ a b Kantor Deu _ 

1.5.1.4 Rehab Geduna Sekolah 350 000 000 
1515 Pnuram Pemuoaran Rumah bdah Lav^ hum 
1.5,1.6 Lembaga Perwakiian Luar Neoen Indonesia 

1.S.2 Bantuan Knungm PamerilM PrafM 

4 M n 

1J.3 Bantuan Keuangan Pamarintah KabupMiACata 233.150.000 
1,6.3,1 TPATOKadas 9.600,000 
1.5.3.2 TPAPD Perangkat Desa 62.400.000 
1.5,3.3 TP BPD 3,550.000 
1.5.3.4 JtDES 80.000.000 
1.5.3.5 Bantu^ Program SLPTT 10.DOO.OOO 
1.5.3.6 Banbiari Kesehalan Muymkal -
1.5.3,7 BantLEan Pelemakan -

• 0 4 B 
1,53.8 

Bantuan Perikanan 50.000.000 
A P I A 

1,5.3,9 Asuransi Kapala Desa 1.000.000 
11« 1 m Bantuan Program E-KTP 
4 e t 44 

1,5,3.11 
Tunjangan Kelua RT 1.500,000 

d f 4 < 4 

1.5.3.12 
Bantuan Puma Bhakli Kepala Desa 5.OO0.000 

4 c 4 J n 
1.5.J.1 J 

Banluan Puma Bhakti BPD 3,500.000 
1,5.3.14 Bantuan PILKADES 6.500.000 

4AM Bantuan KeuMQen Deu liinnyB: 
1.5.4.1 TinpngulOwta SEKDES -

1.6 HIbMi 177.0W.m 
fAI Hib^ dari Dflmnlntah 

1 H B ^ B B J I V^^^H W mr4mm Fl Vr • i v H l i 

1.G.2 Hibah dari pemerintah proplnil 135J»0,000 
1,6.2,1 JA5UAS 75.000,000 
1,6.2.2 BKD 60.000.000 

4 £ 1 14.3 HLbah dari pmrlntih Kabupiten/Kota 4Z.OQ0.DO0 

1.6.3.1 30 000.000 

1-6.3.2 Pnmna Air 12000000 

1.6-4 hfibeh dari badan/organlaael/Bwnta 

1.6.9 Hibah dari kelDmpok mMyarakaU perorangan 

1.7 Sumbangan Pihak Ketiga 25.000.000 

1.7,1 Sumbangan PILKADtS 25.DDD.D0O 

JUMLAH PENDAPATAN 
(1.141.2*13*14+1.5+1,6+1,7) 

1.217.550.0D0 



I 

t 

1 
1 

9 £ c 3 
• BELANJA 

2.1 Betanji Langumo (2.1.1^1.2+2.1.3) 906.700.000 

7AA Belanja Pegawil/Honoririum 13.200-000 
2,1.1.1 Honorarium PetLigas PemungufJasa Desa 1.600.000 
2.1.1.2 Honorarium Ketja Rt/Rw 3,000.000 
2.1.1.3 Honoranum PKBD/SubPKBMCMterGizi [ 1.200.000 
Z1-1.4 Honoranum TirryPanrtia Desa 2.000.000 
Z11-5 Honorarium Karyawsn Kanlw ?4nnnnr 
2116 

lU Bdanja Bmng/JM B93.500.000 
Z1.Z1 Bdanja Perjalvran DInn 1.400.000 
M.2,1.1 Kepala Desa/Peramghat Desa Lainn/a 400.000 
2.1.2.1.2 Pengurus Lembaga Desa 800.000 
M i l . 3 PKBD/SubPKBD/KaderGlzi 200.000 

IA22 Beianja BahaivNtotanai 892.1004100 
Z.12.Z.1 Betan^ A iK 2,500-0(Xi 
2.1222 wnnfa mava rrapat-Hapat '1 Ann JwWi 

2.122.3 Bebnta Peraiaian/PQrlengiLapan Kantor A E i v i rwi z.auU.UUll 
2.1224 Pemeliriaraan Kantor A AAA AAA 

Z.BQO.OOC 
2.1,2.2,5 Pembayaran Rehening Ustrik 650,000 
2.1.2.2.5 Pembayaran Rekening Tetpon 
2.1.2.2.7 Pemayaran Rekening Koran 4 AAA AAA 

1.200.00C 
1 4 4 4 b 

2.12.2.8 P^nelinaraan Kenoaraan Dcnas Roda 2 > r j \ A A F l j h 

SDO.OOO 
4 • 4 <i n 
2.1.2.2.9 

Beiar̂ a Banan/ Matenal AOO m t e n f^iM 

27.550 .UDC 
A e A 1 J A 

2.1.22.10 
n r ' n h _ H + i ^ hrx 

Bebf^ BaharuUalena Bansun 
t n c m AAi" 

39 500 000 
M2.2.11 W% 4 1^4 ^ J V L F~l 1 J F~4 

Bebnfa Bahan libtenal DKS 1DD.OOD.OO0 
2,1.2.2.12 

4̂  ^ J J 4k. , 4X4 4 

Belania Bahan Alatenal PNPM 
m m A A A A A # 1 

65,000 000 
2,12.2.13 

•X 4x A V • px • ri X J px 

Belania Banan Matenal Pembangunan Kartor Desa 
Z,12.2,H Belanja B ^ a ^ Uaterl̂  JASUAS 135.000.000 

2,12215 Belanja Sahan /Material JIDES aO.DOO.DOO 

2,1.2,2.16 Belanja Pemelharsan Oedung Sekolab 350.000.000 
2.1.2.2.17 Belanja Bantuan Pemuoarm Rumaii lictak layak huni 
2,12.218 Biaya Pengunjkan l o M BM Desa 

2,12.2.19 Belania PemaUiaraan Sarana Irigasi 1,200.000 
21.22.20 Belanja Rograni SLPTT 10.000.000 

2.1,2.2,21 Bela^ Kegiatan HIPPA 30.000,000 

2,1.2.2,22 Belania Mobilisasi Program E-KTP 

2.1.2,2.23 Baianja Pemmtentuken BPD 
2,1,2.2.24 Belanja Pemllhan Kapala Desa 31,500.000 

2.1.2,2.25 Pengadaan bsk sampah 9,000,000 

2.1,2.2,26 Sumbangan-sumbangan lainnya 

Z1-3 Baim^mm 4408J1M 

2.1.3.1 Belanja Modal ânah 

http://aO.DOO.DOO


1 2 5 V 
Belanja Modal Jaringan Uatrik 

2,1.3,3 Belar^ Modal Usaha UP2K 1 oooooc 
2.1.3.4 Bdanja Modal U s ^ Gaoohlan aooncnn 

Z2 Balanla Tidak Lanaiuna S7 9 1+2 9 9*9 9 3+2 9 A*9 9 'i\ 
uaiaiija 1 luan •-vi'UWilu i C i k r l^£.k.£^4rk.J^k.k.l^£.k .« i r Z2.1 SBlanla Peaawai 137 flsa nnn 

Z2.1.1 Bdan|a Pegawai/penghasilan Kadev 35 600 000 
l 2 . \ 11 Belanja penghasilan Benghok Kades F k # V X̂ #V #V #V #̂ jV 

20.000.000 
114 4 1 
2-2,1,1.2 

WAPu Kepala Desa 9.600.000 
114 4 1 
Z.2.1.1.3 

Puma Bhakh Kepala Desa 6,000.000 

Z.Z1.2 Belanja Pegawai/pengnasilan Sekde* 1.000.000 
2.2.1.2.1 T" l . x [ . x u . . k . k l y ^ • 1 1 ' r % n L m 

Tunjangan Kinei]a Sekretans Desa PNS 
114 1 1 
2.2.1.2.2 

1 unî igan Huma Bhakti Sekretans Desa PNS £ nnn nnn 
1.000.000 

114 1 
2-2.1.3 Belanja Pegawai/penghaailan Kepala Dusun 

A A A A A A 

59.000.000 
114 14 
2.2-1.3,1 

Penghssilan Bertgkok Kepala Dusun 20,000.000 
2.2.1.3.2 TPAPD Kepala Dusun 39,000.000 

Z2.U Belanja Pegaw^/penghasllan Kasl/Kaur 32.4O0.DOO 
2.2.1,4.1 
2.2,1A2 

Pe^hasHan Bengkok Kaur/Kasi 9.000.000.' 2.2.1,4.1 
2.2,1A2 TPAPD Kaur/Kasi 23.400,000 

- -
2.2.1.5 IBrianja pflgavnl/penghasilan tebp BPD 9.950-000 
2.2.1.5.T TunjanganBPD 1650.000 
2.2.1.5.2 RepfesentatifBPD 2.800 000 

2.2.1.5,3 Puma Bhakti BPD 3,500.000 

2.Z2 Belanja Hib^ 92,000.000 
2.2.2.1 Pompa Ar 12.000,000 
2.2.2.3 J^iordes) 30.000.000 
2.2.2.4 Beriih Vanamie 50.000,000 

2.2.3 Belanja Bantuan Soslal 64.450-000 
2.2.11 Kegiatan PHBN/PHBJ 400,000 
2.2 3.2 Kegiatan Kebersihan Lingkungan 28.000,000 
2.2.3.3 Kegiatan Bulan Bhakli Gotong Royong 250.000 
2.2.3.4 LombaDesa 400.000 
2.2.3.5 Kegiatan HJL 400,000 
2.2.3.5 PenyaluranB AZ 35.000.000 
2.2.3.6 Belanja Bantuan Fetemakan 
2.2.3.7 Bantuan Untuk UKM 

2.2.4 Belanja Bantuan Keuangan U9504)00 
2.2.4.1 Operasional Pemerintahan Desa 3.450.000 

Operasional BPD 2.500,000 
2.2.4.2 Operasional LPM 2.000.000 
2.2.4.3 Operasional PKK 1000.000 



4 
1 

X £ a A 

7 2 J J UpUfcIaIU<19 IMIfoliy 1 olUlicI 1.000,000 
7 2 d R viKPaOWJIKM rU>Tdrll'U 2.000,000 
7746 lOOOODol 

2.15 BelwJatahtMdugi 1.500.000 
2.2.5,1 Keadaan Danirat 
2.2.52 Bencana Alam 1.500 000 

JUMLAH BIAYA (11+2.2) 
M ^x M ^x ^m^m ^k ^ 

1.217.550.000 

Pikiuflfnun P M i h l i t v A M r n m n i w B i i i m i u H y B H i 

J . 1 L 1 1 Phih Pxriiriiiivixi 4 i w m i PA\ 
1 dHJI ' otlUclUIrl rici 

3 1 7 

J . I . J r w J i i i o a i i r II ijai 1 leir 1 

1 2 P e n o r i i m Pwnblamn 

3 1 1 Pembentukan Dana Cadangan 

3.2,2 Penyertaan Modal De&a 

3.2,3 Pembayaran Hutang 

JUMLAH PEMBIAYAAN (3 1 3.2} 


